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ABSTRAK 

 

AINUL RAHMI  :  Nim 2010/18510. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar 

No 21 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Tanah Datar 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat dan kesadaran 

masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan pada KPPT Kabupaten 

Tanah Datar dan masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tetapi tidak 

memiliki izin mendirikan bangunan sehingga KPPT Kabupaten Tanah Datar 

mendapatkan  kendala-kendala dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP 

IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

1) Implementasi Peraturan Bupati tentang SOP Izin Mendirikan Bangunan pada 

KPPT Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, 

sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosil,politik 2) Kendala yang 

dihadapi dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP izin mendirikan 

bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. 3) Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam implementasi. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan 

informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data 

primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan studi 

dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi 

sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi izin 

mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah 

Datar belum mencapai tujuan dengan optimal, dari enam indikator implementasi 

kebijakan publik yang terlaksana dengan baik hanya tiga indikator yaitu karakter, 

sikap, komunikasi agen pelaksana dan tiga lainnya belum terlaksana dengan baik 

yaitu 1)Tujuan kebijakan, belum maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan. 2) 

Sumberdaya yang belum mendukung dalam implementasi Izin mendirikan 

Bangunan, 3) Lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak stabil. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan KPPT melakukan upaya-upaya untuk mengatasi 

kendala yang ada dalm implementasi SOP izin mendirikan bangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana 

pembangunan itu dilaksanakan. Disamping itu sumber daya manusia di Indonesia 

sangatlah besar dan sangat mendukung keberhasilan pembangunan. Besarnya sumber 

daya manusia dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan 

beserta komitmen untuk melaksanakannya sehingga pembangunan dapat diwujudkan 

dengan maksimal. Pentingnya pembangunan mutlak harus sejalan dengan penataan 

ruang. 

Kasiyanto, M J (1991:25) mengemukakan “Penataan ruang adalah suatu 

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang”. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang  yang harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, 

produktifitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Hal 

tersebut dikarenakan konsep penggunaan ruang ini bukan hanya untuk hari ini dan 

tahun depan saja tapi untuk generasi dimasa depan. 

Untuk menciptakan pembangunan yang mengacu kepada konsep tata ruang 

dan mewujudkan wilayah yang nyaman dan kondusif pemerintah membuat kebijakan 

yang mewajibkan seluruh masyarakat yang mendirikan bangunan untuk mengurus 

surat IMB di Kantor Pelayanan yang ada di setiap Kabupaten/kota di seluruh 
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indonesia. Tujuan masyarakat diwajibkan untuk mengurus surat IMB itu sendiri 

adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai 

dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, 

keseimbangan antara lingkungan dan bangunan dikutip dari 

http://prestylarasati.files.wordpress.com?...., di akses pada tanggal 30 Maret 2014. 

Di Kabupaten Tanah Datar kewajiban untuk megurus surat IMB juga 

diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan mendirikan 

bangunan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat 

masyarakat agar mengurus surat IMB, tetapi upaya  pemerintah tersebut belum 

berjalan dengan dengan baik, faktanya dalam Rekapitulasi Izin yang Dikeluarkan 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar 

Januari/Desember 2013 tercatat 179 orang saja yang mengurus surat Izin Mendirikan 

Bangunan, hal tersebut tidak sebanding dengan pembangunan pada tahun 2013. 

Dari data yang diperoleh dari KPPT Kabupaten Tanah Datar dapat diambil 

kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah masih buruk dan jauh dari 

harapan, selain itu dapat dibuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah 

untuk mengurus surat IMB meskipun pemerintah telah melakukan banyak cara untuk 

menarik minat masyarakat seperti membuat melakukan sosialisasi, tetapi hal tersebut 

tidak membuahkan hasil. Yang menjadi masalah utama pemerintah dalam 

menerapkan kebijakan ini adalah apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus 

surat IMB. 

http://prestylarasati.files.wordpress.com/


3 
 

Rendahnya minat masyarakat untuk mengurus Surat IMB memang menjadi 

salah satu penghambat yang sangat serius bagi pemerintah untuk menjalankan 

peraturan tentang Standar Operasional Pelayanan di KPPT di Kabupaten Tanah 

Datar, dalam Standar Operasional Pelayanan pemerintah mengatur tentang 

persyaratan dan prosedur mengurus Surat IMB yang mewajibkan kepada seluruh 

masyarakat yang akan mendirikan bangunan.  

Dalam menetapkan peraturan pemerintah mendapatkan berbagai macam 

hambatan dan rintangan seperti kurangnya atau rendahnya minat masyarakat. Pada 

dasarnya minat masyarakat tidak dapat dipaksakan karena pada umumnya 

masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui apa tujuan dan manfaat dari Surat IMB. 

Padahal pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Standar Operasional Pelayanan 

ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan IMB dan menjadi 

acuan dan pedoman sebelum mendirikan bangunan. 

Permasalahan lain yang menjadi tantangan pemerintah adalah banyak 

masyarakat yang mengeluh bahwa mereka tidak mengerti apa itu Standar 

Operasional Pelayanan. Sedangkan dalam Standar Operasional Pelayanan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sudah dilampirkan persyaratan dan prosedur pengurusan 

IMB dan semua persyaratan  yang harus diikuti oleh masyarakat yang bertujuan 

untuk menciptakan tata ruang kota yang indah dan bangunan yang tertata rapi. 

Selain itu sebagian masyarakat juga mengatakan dengan adanya Standar 

Operasional Pelayanan ini hanya mempersulit mereka untuk mengurus Surat IMB 

karena prosedur yang dilalui terlalu banyak dan untuk mengurusnya mebutuhkan 
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waktu yang lama. Sebenarnya dari sekian banyak keluhan yang di sampaikan 

masyarakat itu pada dasarnya hanya kurang pemahaman tentang manfaat dan tujuan 

dari Standar Operasional Pelayanan tersebut. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Syukril Vidya Syaukani,SE,MM 

sebagai Kepala Seksi Perizinan Pada KPPT Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 

Maret 2013 Jam 09.30 mengatakan bahwa: 

“Kesadaran masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk 

mengurus surat IMB masih tergolong rendah padahal pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan tentang pentingnya surat IMB tersebut. Alasan 

masyarakat untuk tidak mengurus IMB bermacam-macam, ada yang 

mengatakan IMB tidak berguna karena bangunan mereka jauh dari pusat 

kota, masyarakat tidak mengerti tentang Standar Operasional Pelayanan, 

masyarakat tidak paham apa guna dan manfaat Surat Izin Mendirikan 

Bangunan, ada juga masyarakat yang mengatakan prosedur dan 

persyaratan pengurusan yang dipersulit. Padahal dari pihak KPPT sudah 

memberikan pelayanan maksimal dan melakukan sosialisasi untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus surat 

IMB. Manfaat memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan akan dinikmati 

sendiri oleh masyarakat, misalnya apabila ada pelebaran jalan raya yang 

dilakukan oleh dinas PU tidak akan mengenai rumah karena dalam Surat 

Izin Mendirikan Bangunan sudah di tetapkan jarak bangunan dari as jalan 

raya”. 

Sedangkan dari hasil observasi awal yang peneliti amati memang benar 

bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus surat IMB buktinya 

masih banyak rumah-rumah masyarakat yang tidak ada memiliki IMB. Berdasarkan 

fakta yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan sangat 

perlu diadakan penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No.21 tahun 2012 tentang Standar 

Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul tentang 

“Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 Tentang Standar 

Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengurus IMB. 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan dan manfaat IMB. 

3. Standar operasional Pelayanan pengurusan yang kurang dipahami oleh 

masyarakat. 

4. Persyaratan dalam dalam pengurusan yang terlalu banyak yang menyulitkan 

masyarakat.  

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah sangat penting agar bisa 

diketahui arah jalannya suatu penelitian. Berdasarkan fenomena yang telah 

dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 tentang 

Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar? 
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D. Batasan dan Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak mengambang karena mengingat 

keterbatasan kemampuan dari penulis serta untuk mempertajam pembahasan maka 

yang menjadi fokus dalam penelitian in adalah Implementasi Peraturan Bupati Tanah 

Datar No.21 tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan IMB Pada KPPT 

Kabupaten Tanah Datar, kendala yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi 

Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kab. Tanah Datar, upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 

tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten 

Tanah Datar. 

2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

dalam Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah 

Datar. 

3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, pengkajian, teori serta 

konsep-konsep yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati tentang 

Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kab. Tanah Datar dan Sistem 

Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar dalam Pelaksanaan Standar 

Operasional Pelayanan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk 

karya ilmiah guna membantu memecahkan masalah-masalah mengenai Implementasi 

Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada 

KPPT kabupaten Tanah Datar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


